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ABSTRAK 

Penelitian ini berjudul “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan di 

Pengadilan Agama (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh 

Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Spn). Berdasarkan masalah yang terjadi ialah dimana 

masih terdapat adanya kasus pembatalan perkawinan yang terjadi di tengah 

masyarakat, meskipun pernikahan telah dianggap sah secara agama dan hukum, 

seperti yang terjadi dalam perkara Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Spn di Pengadilan 

Agama Sungai Penuh. Sehingga hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai alasan 

penyebab terjadinya pembatalan, dasar pertimbangan hakim, serta akibat hukum 

yang ditimbulkan pasca putusan pembatalan tersebut. Rumusan masalah dalam 

penelitian ini ialah bagaimana akibat hukum pembatalan perkawinan di 

Pengadilan Agama?  

Metode penelitian yang penulis gunakan ialah penelitian kepustakaan 

(library researc), dengan pendekatan yuridis normatif yang dilakukan melalui 

studi kepustakaan guna mengkaji peraturan perundang-undangan, asas hukum, 

norma hukum yang berlaku serta menganalisis salinan putusan pengadilan yang 

relevan terhadap permasalahan yang dibahas. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) faktor penyebab terjadinya 

pembatalan perkawinan dalam putusan nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Spn, ialah 

disebabkan karena adanya unsur perkawinan paksa, dimana perkawinan yang 

terjadi tidak berdasarkan atas persetujuan dari Penggugat sebagai calon mempelai 

wanita. (2) Pertimbangan hakim dalam putusan pembatalan perkawinan nomor 

272/Pdt.G/2024/PA.Spn, mengacu pada adanya unsur paksaan, ketidakhadiran 

Tergugat dalam sidang serta mediasi yang tidak berhasil. Selain itu, majelis hakim 

dalam mempertimbangkan perkara ini juga mengacu pada Pasal 23 dan Pasal 25 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta Pasal 71 huruf (f) Kompilasi Hukum 

Islam. (3) Akibat hukum pasca dikeluarkan putusan nomor 

272/Pdt.G/2024/PA.Spn, yaitu berdampak pada perubahan status hukum para 

pihak, yang kembali seperti keadaan sebelum menikah, serta memerlukan 

penyesuaian dalam dokumen administrasi seperti KTP, KK, dan akta perkawinan. 

Status anak tetap dianggap sah dan berhak atas perlindungan hukum. Harta 

bersama dibagi secara adil berdasarkan kontribusi masing-masing pihak. 

Kemudian terhadap pihak ketiga pembatalan perkawinan juga mempunyai akibat 

hukum yang mengharuskan pihak ketiga untuk menyesuaikan diri dengan status 

baru kedua pihak sehingga tidak terjadinya kerugian bagi pihak ketiga yang 

bergantung pada kebenaran status hukum pasangan tersebut. Selain itu, 

pembatalan perkawinan juga berdampak pada status sosial, dimana dapat 

menimbulkan stigma negatif dari mereka yang disebabkan karena 

ketidakpahaman masyarakat tentang pembatalan perkawinan. 

Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan, Akibat Hukum, Putusan Pengadilan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan adalah sebuah hubungan yang memiliki nilai kesucian, 

kekuatan, dan kokohnya ikatan antara laki-laki dengan perempuan yang 

bertujuan menjalani kehidupan bersama secara sah, membangun keluarga 

yang harmonis, abadi, penuh kasih sayang, serta saling menghormati dalam 

suasana damai dan bahagia (RIA, 2018). Di Indonesia, peraturan mengenai 

perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang 

mendefinisikan perkawinan sebagai hubungan lahir batin antara pria dan 

wanita sebagai pasangan suami istri yang bertujuan membangun keluarga 

kekal dan bahagia berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa (Wardiono 

dkk., 2018). Selain itu, menurut Kompilasi Hukum Islam, perkawinan 

merupakan perjanjian yang sangat kuat (mitsaqan ghalizan), yang dijalankan 

untuk menaati perintah Allah SWT dan menjadikannya sebagai bentuk 

ibadah. 

Perkawinan merupakan ketentuan ilahi yang ditetapkan untuk semua 

makhluk ciptaan-Nya, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Keabsahan 

perkawinan ditentukan oleh pelaksanaannya yang sesuai dengan aturan 

agama atau kepercayaan masing-masing, serta mengikuti ketentuan hukum 

yang berlaku, kecuali jika undang-undang menetapkan hal lain (Nita, 2021). 

Perkawinan idealnya berlangsung atas dasar kesepakatan kedua belah 

pihak, dengan dilandasi rasa cinta, penghormatan, serta keputusan bersama 

dari calon pasangan. Tujuannya adalah mewujudkan keluarga yang harmonis, 
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sakinah, mawaddah, dan warahmah (Ria, 2017). Dalam hal ini, pernikahan 

harus memenuhi persyaratan dan rukun yang telah ditetapkan, seperti adanya 

mempelai pria dan wanita, wali yang sah dari pihak wanita, dua orang saksi, 

serta proses ijab qabul (Basri, 2019). Apabila seluruh rukun dan syarat 

dipenuhi, perkawinan dianggap sah menurut hukum agama maupun 

perundang-undangan, sehingga pasangan memperoleh kewajiban dan hak 

sebagai suami istri. 

Setiap pasangan yang akan membangun rumah tangga pasti 

mengharapkan terciptanya keluarga yang bahagia, damai, dan harmonis. 

Perkawinan yang ideal dimulai dengan adanya komitmen untuk mewujudkan 

nilai-nilai tersebut, namun dalam kenyataannya, seringkali muncul konflik 

dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pasangan suami istri wajib bisa 

mengutamakan kejujuran, keterbukaan, serta kepercayaan supaya potensi 

konflik bisa diminimalkan sebelum berkembang menjadi masalah besar yang 

bisa mengancam keharmonisan rumah tangga. 

Pembatalan perkawinan menjadi salah satu fenomena yang ditemukan 

dalam kehidupan masyarakat. Istilah ini merujuk pada penghapusan status 

perkawinan yang sebelumnya sah melalui permohonan dari individu atau 

pihak tertentu, dengan alasan adanya pelanggaran terhadap syarat-syarat 

perkawinan sesuai aturan yang berlaku (Asman dkk., 2023). Pasal 22 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan dapat 

dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk 

melangsungkan perkawinan. Istilah “dapat” dalam pasal tersebut 
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menunjukkan bahwa pembatalan bersifat opsional, tergantung pada situasi 

tertentu. Pemaknaan “dapat dibatalkan” merujuk pada kemungkinan fasakh, 

yaitu pembatalan yang terjadi karena adanya pelanggaran terhadap ketentuan 

tertentu. Oleh sebab itu, peran KUA dalam memastikan keabsahan calon 

pengantin sebelum menikah sangat penting, karena hal ini berpengaruh 

langsung terhadap sah atau tidaknya perkawinan. Upaya pencegahan pun 

diperlukan untuk meminimalkan risiko terjadinya pembatalan perkawinan 

(Faisal, 2017).  

Perceraian dan pembatalan perkawinan merupakan dua konsep yang 

berbeda. Perceraian adalah proses putusnya hubungan suami istri yang 

menyebabkan keduanya tidak lagi memiliki status sebagai pasangan dan tidak 

tinggal bersama dalam satu rumah tangga. Dengan kata lain, perceraian 

merupakan prosedur hukum untuk mengakhiri pernikahan yang sah, biasanya 

didasari oleh ketidakcocokan, konflik yang tidak terselesaikan, atau alasan 

lain yang membuat salah satu atau kedua pihak merasa tidak dapat 

melanjutkan hubungan. Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam, 

pembatalan perkawinan dikenal dengan istilah fasakh, yang berarti 

membatalkan atau memisahkan (Amin, 2021). Pembatalan perkawinan adalah 

keputusan hukum yang menyatakan bahwa suatu pernikahan dianggap tidak 

sah sejak awal, karena adanya cacat atau pelanggaran hukum pada saat 

pernikahan berlangsung. Oleh karena itu, pembatalan pernikahan 

diperlakukan seolah-olah pernikahan tersebut tidak pernah terjadi secara sah, 
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sehingga status kedua belah pihak dianggap seperti tidak pernah menikah 

sejak awal. 

Sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 70 hingga 76 telah 

disebukan beberapa hal yang menjadi sebab dilakukannya pembatalan 

perkawinan, diantaranya sebagai berikut: (Atmoko & Baihaki, 2022). 

1. Perkawinan sedarah 

2. Perkawinan tanpa wali maupun wali yang tidak berhak 

3. Perkawinan paksa 

4. Perkawinan karena adanya ancaman yang melanggar hukum 

5. Adanya unsur penipuan/salah sangka mengenali diri suami maupun istri. 

Apabila ditemukan pelanggaran yang membuat suatu perkawinan 

tidak sah, maka dapat diajukan permohonan pembatalan perkawinan di 

Pengadilan Agama. Proses mengajukan permohonan pembatalan perkawinan 

ini serupa dengan proses pengajuan gugatan perceraian, seperti yang 

dijelaskan dalam Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai 

perkawinan, yang menyatakan bahwa “Prosedur pengajuan permohonan 

pembatalan perkawinan mengikuti prosedur yang sama dengan pengajuan 

gugatan perceraian.”  

Hak untuk mengajukan pembatalan perkawinan dijelaskan dalam 

Pasal 72 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa 

permohonan pembatalan bisa diajukan dalam jangka enam bulan setelah 

ancaman tersebut berakhir. Oleh karena itu, apabila kedua pihak tetap tinggal 
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bersama dan tidak mengajukan permohonan pembatalan pernikahan dalam 

jangka waktu tersebut, hak untuk melakukannya akan dianggap hilang 

(Rosyadi, 2022). 

Pihak yang memiliki hak untuk mengajukan permohonan pembatalan 

perkawinan adalah keluarga dari garis keturunan langsung, baik dari pihak 

suami maupun istri, serta pihak-pihak yang mempunyai kepentingan langsung 

terkait dengan perkawinan tersebut (Nuruddin & Tarigan, 2019). Dalam 

pandangan hukum islam, pernikahan hanya bisa berakhir atau diputuskan oleh 

tiga hal, yakni kematian, perceraian, atau keputusan Pengadilan (Sarong, 

2005). Permohonan pembatalan perkawinan diajukan melalui Pengadilan di 

wilayah hukum tempat perkawinan dilaksanakan, namun apabila pasangan 

telah berpindah domisili, permohonan tersebut dapat diajukan ke Pengadilan 

yang berada di wilayah hukum tempat tinggal suami istri (Setyaningsih & 

Nugrahani, 2021). 

Pengadilan Agama sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk 

memutuskan masalah pernikahan di Indonesia, termasuk dalam hal 

pembatalan perkawinan, memegang peranan penting dalam menentukan 

akibat hukum yang timbul akibat pembatalan tersebut. Proses hukum 

pembatalan perkawinan melalui pengadilan agama memiliki prosedur yang 

ketat dan harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar dapat diterima dan 

diputuskan dengan sah.  

Dalam praktiknya, setiap putusan pengadilan agama dalam kasus 

pembatalan perkawinan akan menimbulkan berbagai akibat hukum baik bagi 
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pihak yang terlibat maupun bagi pihak ketiga. Oleh karena itu, penting untuk 

menganalisis dan memahami secara mendalam akibat hukum yang 

ditimbulkan dari pembatalan perkawinan ini. Salah satu putusan yang menjadi 

fokus dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh 

Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Spn. Putusan ini menarik perhatian karena 

menyangkut beberapa aspek hukum yang berhubungan dengan pembatalan 

perkawinan, serta dampak yang ditimbulkan baik secara sosial, hukum, dan 

ekonomi bagi pihak yang terlibat. 

Berdasarkan data dari Website Putusan Pengadilan Agama Sungai 

Penuh, Pengadilan ini diketahui telah menangani lima kasus pembatalan 

perkawinan dalam kurun waktu 2019-2024. Namun, penelitian ini secara 

khusus akan membahas perkara Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Spn. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengungkap alasan terjadinya pembatalan perkawinan dalam 

putusan tersebut, dan menganalisis pertimbangan hakim saat menyelesaikan 

perkara Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Spn., serta meninjau akibat hukum pasca 

dikeluarkan putusan pembatalan nikah nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Spn. 

Oleh sebab itu, kasus ini menjadi fenomena menarik untuk diteliti, 

mengingat pembatalan perkawinan merupakan perkara yang jarang ditangani 

oleh Pengadilan Agama Sungai Penuh. Berdasarkan permasalahan tersebut, 

penulis memutuskan menyusun skripsi dengan judul “AKIBAT HUKUM 

PEMBATALAN PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA (Studi 

Analisis Putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor 

272/Pdt.G/2024/PA.Spn).  
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B. Rumusan dan Batasan Masalah 

Latar belakang yang telah dipaparkan diatas melandasi pembentukan 

rumusan masalah dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah yang 

diangkat dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana akibat hukum pembatalan 

perkawinan di Pengadilan Agama?” 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penulis menetapkan batasan 

masalah untuk memfokuskan penelitian pada isu yang dibahas dan 

menghindari penyimpangan dalam penyelesaian masalah. Dengan demikian, 

dalam penelitian ini, penulis hanya membahas dan berfokus pada:  

1. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan dalam 

putusan Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Spn? 

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan pembatalan perkawinan 

nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Spn? 

3. Bagaimana akibat hukum pasca dikeluarkan putusan pembatalan 

perkawinan nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Spn? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

Berdasarkan rumusan dan batasan masalah yang telah dipaparkan 

sebelumnya, penelitian mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai, 

yakni sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya pembatalan 

perkawinan dalam putusan Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Spn. 

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan pembatalan 

perkawinan Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Spn. 



 

8 
 

3. Untuk mengetahui akibat hukum pasca dikeluarkan putusan pembatalan 

perkawinan nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Spn. 

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat penelitian ini 

yaitu sebagai berikut:  

1. Manfaat teoritis: penelitian ini dimaksudkan agar bisa menambah 

pemahaman serta pengetahuan agar lebih bisa memahami lebih dalam 

mengenai pembatalan perkawinan. Sehingga dapat digunakan sebagai 

acuan, referensi, serta bahan bacaan untuk penelitian yang akan datang. 

2. Manfaat praktis: penelitian ini dimaksudkan untuk melengkapi syarat 

meraih gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam 

Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri Kerinci. 

D. Penelitian Terdahulu 

Pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa literatur penting 

yang relevan terhadap topik permasalahan yang akan diteliti sebagai sumber 

referensi, beberapa diantaranya yaitu: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Indriyani Ayu Lestari (2023) berjudul 

“Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan 

Identitas (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar) ”. Hasil 

penelitiannya menyatakan akibat hukum dari pembatalan perkawinan yang 

disebabkan oleh pemalsuan identitas yaitu anak yang lahir tetap diakui 

sebagai anak sah beserta hak-haknya, termasuk hak waris. Namun, istri 

tidak berhak atas warisan, dan harta perkawinan dianggap sebagai harta 
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bersama yang dibagi rata. Perkawinan yang dibatalkan tidak akan 

mendapatkan akta cerai, melainkan hanya surat keputusan pembatalan.  

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan 

ialah sama-sama menganalisis akibat hukum dari pembatalan perkawinan. 

Kemudian yang menjadi perbedaannya ialah penelitian ini lebih terfokus 

pada pemalsuan identitas sebagai alasan utama terjadinya pembatalan 

perkawinan, sementara penelitian penulis lebih terfokus pada 

pertimbangan hakim dalam mengeluarkan keputusan pembatalan nikah 

dalam perkara dengan nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Spn. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Pillaria Azzahra (2023) berjudul 

“Pembatalan Nikah Akibat Wali Nikah Bukan Ayah Kandung (Analisis 

Putusan Nomor 1097/Pdt.G/2020/PAJT).” Hasil penelitiannya menyatakan 

bahwa pernikahan dianggap batal jika dilakukan oleh seseorang yang 

bukan wali nasab, atau wali hakim jika tidak ada wali nasab. Oleh karena 

itu, pernikahan menjadi batal ketika hal ini terjadi. Dalam perkara No. 

1097/Pdt.G/2020/PA, ditemukan bahwa wali nikah dari penggugat adalah 

ayah angkatnya, padahal dalam hukum Islam yang berhak menjadi wali 

nikah yaitu wali nasab. Ayah angkat tersebut mengakui kepada pihak KUA 

bahwa dia sebenarnya bukan ayah kandung penggugat dan tidak 

mengetahui bahwa menikahkan dengan seseorang yang bukan wali nasab 

dapat membatalkan pernikahan karena adanya cacat hukum. Keputusan 

hakim dalam perkara ini sudah tepat, mengingat semua pihak yang 
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tergugat, termasuk suami, ketua KUA, dan ayah angkatnya, mengakui 

kebenaran peristiwa yang terjadi.  

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan 

ialah sama-sama membahas mengenai pembatalan nikah, namun yang 

menjadi perbedaannya ialah, penelitian ini fokus pada pembatalan nikah 

yang disebabkan oleh masalah wali nikah yang tidak sah, yakni wali nikah 

bukan ayah kandung. Sementara penelitian penulis lebih berfokus pada 

pembatalan nikah secara umum dengan membahas faktor penyebab, 

pertimbangan hakim, dan akibat hukumnya. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Djiean Cakra Pamungkas (2024) berjudul 

“Analisis Yuridis pembatalan Perkawinan Akibat Tidak Terpenuhinya 

Persyaratan Perkawinan (Studi kasus putuan PA Semarang nomor 

2004/PDT.G/2027/PA.Smg)”. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa 

perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II dibatalkan karena mereka 

tidak memenuhi dua syarat penting. Pertama, mereka melangsungkan 

pernikahan tanpa izin poligami dari istri sah Tergugat I. Kedua, mereka 

melakukan pemalsuan identitas dalam dokumen pernikahan, dengan 

menyatakan Tergugat I sebagai duda dan Tergugat II sebagai perawan, 

padahal fakta yang sebenarnya tidak demikian. Tindakan ini bertentangan 

dengan persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2019, serta Kompilasi Hukum Islam. Akibat dari 

pembatalan perkawinan tersebut, status hukum perkawinan mereka 
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menjadi batal, dan secara hukum, hubungan mereka dianggap tidak pernah 

ada. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan 

ialah sama-sama membahas mengenai pembatalan nikah, sedangkan 

perbedaan nya ialah penelitian ini lebih terfokus pada pembatalan nikah 

yang disebabkan oleh ketidaklengkapan persyaratan perkawinan, yaitu 

tidak adanya izin poligami dan pemalsuan identitas. Sementara penelitian 

penulis mengkaji lebih lanjut mengenai akibat hukum pasca pembatalan 

nikah yang tercermin dalam putusan nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Spn.  

Berdasarkan penelitian terdahulu sebagaimana yang telah dipaparkan 

diatas memiliki sedikit kesamaan terhadap penelitian yang akan penulis teliti 

yakni sama-sama membahas seputar pembatalan perkawinan. Pembeda 

penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya yakni terletak pada lokasi 

penelitian dan nomor perkara, serta dasar pertimbangan yang dipakai hakim 

dalam memutuskan putusan pembatalan perkawinan. Dalam hal ini peneliti 

akan menganalisis kesesuaian dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan 

permohonan pembatalan perkawinan dengan ketentuan yang berlaku, dan 

sekaligus faktor penyebab terjadinya pembatalan perkawinan dalam putusan 

Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Spn, serta 

meninjau akibat hukum pasca dikeluarkan putusan pembatalan perkawinan 

nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Spn. 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian  
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Dalam penyusunan skripsi ini peneliti menggunakan jenis penelitian 

kepustakaan (library research). Penelitian hukum yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Normatif/ Doktrinal yaitu penelitian yang berbasis 

kepustakaan (Marzuki, 2013). Adapun pendekatan penelitian yang 

digunakan ialah yuridis normatif  yang dilakukan melalui studi 

kepustakaan guna mengkaji peraturan perundang-undangan, asas hukum, 

norma hukum yang berlaku serta putusan pengadilan yang relevan 

terhadap permasalahan yang dibahas. 

Selain itu fokus utama dalam penelitian ini ialah memahami serta 

menganalisis putusan pengadilan secara mendalam melalui pengumpulan 

data yang bersifat deskriptif. Penelitian ini memungkinkan peneliti untuk 

mengeksplorasi proses pertimbangan hakim, serta menggali makna di 

balik berbagai pertimbangan hukum yang digunakan dalam putusan 

tersebut.  

2. Jenis Data 

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yakni data primer dan 

sekunder, yang dijelaskan sebagai berikut: 

a. Data primer  

Data primer merupakan data pokok penelitian atau data utama, dalam 

hal ini data didapatkan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta salinan putusan 

Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Spn Tentang 

Pembatalan Perkawinan. 
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b. Data sekunder  

Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini ialah data yang 

diperoleh dari bahan kepustakaan yang didapatkan dari buku, undang-

undang, hasil penelitian, serta jurnal terkait yang digunakan untuk 

mendukung dan memperkaya analisis yang relevan dari permasalahan 

objek yang dikaji. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

a. Studi Dokumentasi 

Yaitu dengan mengkaji dokumen berkas perkara putusan Pengadilan 

Agama Sungai Penuh Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Spn, surat-surat serta 

seluruh hal yang terkait dengan kasus yang dikaji dalam penelitian ini.  

b. Studi Kepustakaan 

Studi ini dilaksanakan bertujuan mengumpulkan data yang bisa 

mendukung permasalahan yang sedang diteliti. Dalam hal ini peneliti 

mengacu pada buku-buku, jurnal, Undang-Undang, dan segala bahan yang 

berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.  

4. Teknik Analisis Data 

Analisis data menggunakan metode yang diperkenalkan Miles dan 

Huberman, terdiri atas tiga tahapan, yakni reduksi data, penyajian data, 

dan penarikan kesimpulan, yang dilakukan secara berkesinambungan 

(open ended proces). Reduksi data mencakup proses menyimpulkan dan 
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memilih informasi yang relevan, dengan fokus pada aspek penting serta 

identifikasi tema dan pola yang muncul. Setelah itu, langkah selanjutnya 

ialah penyajian data, yang berarti mengelompokkan data yang diperoleh 

dari reduksi. Tahap terakhir analisis data ialah penarikan kesimpulan 

(Miles et al., 2014). 

Dari penelitian ini diharapkan akan diperoleh kejelasan dari masalah 

yang sedang diteliti dengan menelaah seluruh data-data yang diperoleh 

serta menyusun seluruh data dalam satuan-satuan menurut rumusan 

masalah. Analisis ini dimaksudkan untuk memperoleh kesimpulan khusus 

mengapa terjadinya pembatalan perkawinan dan bagaimana penerapan 

hukumnya di indonesia.   
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Akibat Hukum  

Akibat hukum merupakan dampak yang ditimbulkan oleh hukum terhadap 

suatu tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum (Mas, 2003). Akibat hukum 

juga merujuk pada hasil dari suatu tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk 

mencapai konsekuensi yang diinginkan oleh pelaku hukum. Konsekuensi tersebut 

adalah hasil yang diatur oleh hukum, sementara tindakan yang dilakukan adalah 

tindakan yang sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku (Soeroso, 1993). 

Sehingga dapat diartikan bahwa akibat hukum adalah dampak yang muncul dari 

tindakan yang dilakukan secara sah dan sesuai dengan hukum yang berlaku. 

Berdasarkan pendapat Jazim Hamidi (2006), istilah dampak hukum atau 

akibat hukum merujuk pada konsekuensi hukum yang bersifat langsung, kuat, dan 

jelas. Akibat hukum dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, antara lain: 

a. Lahirnya, Berubahnya atau Lenyapnya suatu keadaan hukum 

b. Lahirnya, Berubahnya, atau Lenyapnya suatu hubungan hukum  

c. Lahirnya sanksi atas tindakan melawan hukum 

Dalam kenyataannya, bahwa akibat hukum dapat berupa konsekuensi yang 

muncul dari tindakan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum, yang dapat 

berupa lahirnya hak dan kewajiban (Dirdjosisworo, 2010). Seperti halnya, ketika 

seseorang melakukan pencurian, akibat hukumnya adalah pelaku bisa dijatuhi 

sanksi pidana seperti hukuman penjara atau denda. Hal ini memberikan contoh 

konkret dari akibat hukum yang timbul sebagai reaksi terhadap tindakan yang 
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melanggar hukum. Dalam konteks ini, setiap tindakan hukum memiliki implikasi 

yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara legal.  

B. Pembatalan Perkawinan  

1. Pengertian Pembatalan Perkawinan 

Mengenai definisi pembatalan perkawinan tidak dijelaskan secara jelas baik 

dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maupun dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan pelaksana dari 

Undang-Undang tersebut. Oleh karena itu, tidak ada regulasi yang secara jelas 

mengatur mengenai pengertian pembatalan perkawinan (Basyir, 2000). 

Sebagaimana dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 

disebutkan bahwa “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak 

memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.” Menurut ketentuan 

tersebut, perkawinan dianggap batal apabila syarat-syarat yang ditentukan tidak 

dipenuhi. Namun, jika perkawinan tersebut sudah dilaksanakan, maka perkawinan 

itu dapat dibatalkan. 

Selanjutnya dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 

menyatakan bahwa ”batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputus oleh 

pengadilan.” Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pembatalan perkawinan dapat 

menimbulkan konsekuensi hukum, baik bagi suami istri itu sendiri, anak-anak 

yang dilahirkan, maupun pihak ketiga. Oleh karena itu, pembatalan perkawinan 

tidak diperkenankan dilakukan oleh instansi selain pengadilan (Rusli, 2013).  

Menurut Yahya Harahap (1978), pembatalan perkawinan merupakan 

keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang telah 
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dilangsungkan dianggap tidak sah (no legal force atau declared void). Akibatnya, 

perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada (never existed), sehingga kedua 

belah pihak yang terlibat dianggap tidak pernah terikat sebagai suami dan istri. 

Dari definisi tersebut dapat kita simpulkan bahwa, pembatalan perkawinan adalah 

tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan untuk menyatakan bahwa suatu 

perkawinan tidak sah (no legal force) dan dianggap tidak pernah ada (never 

existed). Akibatnya, pasangan yang perkawinannya dibatalkan dianggap tidak 

pernah menjadi suami istri.  

Sementara itu dalam hukum islam, pembatalan perkawinan dikenal dengan 

istilah  fasakh, yang berarti pembatalan atau pemutusan hubungan antara suami 

istri (Sabiq, 1992). Fasakh dapat terjadi karena adanya ketidaklengkapan syarat 

pada saat akad nikah, atau karena munculnya hal-hal tertentu setelah pernikahan 

yang menyebabkan ikatan pernikahan menjadi batal. 

Hilman Hadikusuma menjelaskan bahwa dalam hukum perkawinan di 

Indonesia terdapat tiga istilah utama, yaitu “pencegahan perkawinan”, “penolakan 

perkawinan”, dan “pembatalan perkawinan”. Pencegahan perkawinan dapat 

dilakukan oleh keluarga, pihak yang bertanggung jawab atas calon mempelai, atau 

pejabat berwenang apabila persyaratan perkawinan belum terpenuhi. Penolakan 

perkawinan dilakukan oleh petugas pencatat perkawinan apabila ada larangan 

yang menghalangi pelaksanaan perkawinan. Adapun pembatalan perkawinan 

dapat diajukan oleh keluarga atau pejabat jika perkawinan tersebut tidak 

memenuhi ketentuan hukum yang berlaku (Nurudin & Tarigan, 2004). 
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2. Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan 

Aturan mengenai pembatalan perkawinan diatur dalam BAB IV Pasal 22 

hingga Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta 

dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB XI Pasal 70 hingga Pasal 76. Pasal-

pasal tersebut mengatur tentang syarat-syarat dan alasan-alasan yang dapat 

menjadi dasar pembatalan perkawinan, pihak-pihak yang berhak mengajukan 

permohonan pembatalan, serta prosedur pembatalan perkawinan. 

a. Pihak-Pihak yang Berhak Mengajukan Pembatalan Perkawinan 

Mengacu pada Pasal 23 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, adapun pihak 

yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu: 

a. Para keluarga dari garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri 

b. Suami dan Istri 

c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan 

d. Pejabat yang ditunjuk tersebut (2) Pasal 16 Undang-Undang ini dan setiap 

orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap 

perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus. 

 

Pihak-Pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan menurut 

Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana diatur dalam Pasal 73, yaitu: 

a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas  dan kebawah dari suami 

atau istri 

b. Suami atau istri 

c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut 

Undang-Undang; 

d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam 

rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan 

Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 67. 

 

b. Alasan-alasan Pembatalan Perkawinan 

Mengenai alasan pembatalan perkawinan telah diatur dalam pasal 24, 26 dan 

27 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. 
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Pasal 24 

Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari 

kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan 

pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 

ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini.  

Pasal 26 

 

1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan 

yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan 

tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya 

oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri, 

jaksa dan suami atau istri. 

2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau istri berdasarkan alasan dalam 

ayat (1) Pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami 

istri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai 

pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus 

diperbaharui supaya sah. 

 

Pasal 27 

 

1) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan 

perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang 

melanggar hukum.  

2) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan 

perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah 

sangka mengenai diri suami atau istri.  

3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari 

keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih 

tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak menggunakan haknya untuk 

mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur. 

 

Pembatalan perkawinan diatur juga di dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu 

Pasal 70 sampai dengan Pasal 76, tentang alasan pembatalan perkawinan 

disebutkan dalam Pasal 70, Pasal 71 dan Pasal 72. 

Pasal 70 

Perkawinan batal apabila:  
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a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad 

nikah karena sudah mempunyai empat orang istri sekalipun salah satu dari 

keempat istrinya dalam iddah talak raj’i.  

b. Seseorang menikahi istrinya yang telah di li’annya.  

c. Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak 

olehnya, kecuali bila bekas istrinya tersebut pernah menikah dengan pria 

lain kemudian bercerai lagi ba’da al-dukhul dari pria tersebut dan telah 

habis masa iddahnya.  

d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, 

semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi 

perkawinan menurut pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu:  

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah dan 

keatas;  

2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu 

antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara 

seorang dengan saudara neneknya;  

3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu 

atau ayah tiri;  

4. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, 

saudara sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.  

 

Pasal 71 

 

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:  

a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama; 

b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri 

pria lain yang mafqud;  

c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain;  

d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana 

ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Kecuali ada 

dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua 

orang tua pihak pria maupun pihak wanita.  

e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang 

tidak berhak.  

f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.  

 

Pasal 72 

 

1) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan 

perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang 

melanggar hukum.  

2) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan 

perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi 

penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.  

3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari 

keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih 
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tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak menggunakan haknya untuk 

mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur. 

 

c. Akibat Pembatalan Perkawinan 

Menurut ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, 

batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai 

kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. 

Putusan tersebut menjadikan perkawinan tersebut dianggap tidak sah dan seolah-

olah tidak pernah terjadi. Namun demikian, ayat (2) dari pasal yang sama 

menegaskan bahwa keputusan tersebut tidak berlaku surut terhadap: 

a. Anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, Tujuannya adalah untuk 

memberikan perlindungan hukum terhadap status anak-anak tersebut, 

sehingga mereka memiliki kedududkan hukum yang sah sebagai anak dari 

kedua orang tuanya.  

b. Suami atau istri yang beritikad baik kecuali terhadap harta bersama, 

apabila pembatalan perkawinan berdasarkan adanya perkawinan lain yang 

lebih dulu.  

c. Pihak ketiga yang memperoleh hak-haknya secara sah dan dengan itikad 

baik sebelum adanya putusan pembatalan perkawinan yang berkekuatan 

hukum tetap, tetap dilindungi hak-haknya. Segala bentuk perikatan perdata 

yang dibuat oleh suami istri sebelum pembatalan tetap dianggap sah dan 

mengikat, serta dapat dibebankan pada harta bersama atau ditanggung 

bersama oleh kedua belah pihak, baik dari harta bersama maupun harta 

pribadi masing-masing. 

 

d. Tata Cara Pembatalan Perkawinan 

Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi 

Hukum Islam, pembatalan perkawinan juga diatur dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975 sebagai aturan pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, 

yang tercantum dalam Pasal 37 dan 38. Pasal 37 menyatakan, “Batalnya suatu 

perkawinan hanya dapat diputus oleh pengadilan”. Adapun prosedur permohonan 

pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 38 yang berbunyi sebagai berikut: 
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Pasal 38 

1) Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak 

yang berhak mengajukannya kepada pengadilan yang daerah hukumnya 

meliputi tempat dimana berlangsungnya perkawinan, atau tempat tinggal 

kedua suami istri, suami atau istri; 

2) Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai 

dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian; 

3) Hal-hal yang berhubungan dengan panggilan pemeriksaan pembatalan 

perkawinan dan putusan pengadilan, dilakukan sesuai tata cara tersebut 

dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 peraturan pemerintah ini. 

 

Dalam mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, untuk mencegah 

terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak, permohonan 

pembatalan hanya bisa diajukan di Pengadilan yang berada dalam wilayah hukum 

tempat pernikahan berlangsung atau tempat tinggal suami istri (Ramulyo, 2004). 

Dengan demikian, apabila terbukti ada pelanggaran dalam perkawinan tersebut, 

maka perkawinan dapat dibatalkan dan dianggap secara hukum belum pernah 

terjadi (Asman dkk., 2023). 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang dimaksud dalam pasal 

diatas adalah perkawinan yang melanggar ketentuan larangan perkawinan, baik 

yang berkaitan dengan hukum agama maupun ketentuan administrasi. Perkawinan 

yang melanggar aturan agama harus dibatalkan, sedangkan perkawinan yang 

melanggar ketentuan administrasi bisa dibatalkan atau diteruskan, tergantung pada 

pertimbangan hakim yang memeriksa perkara tersebut, sebagaimana dijelaskan 

dalam Pasal 22 UU Perkawinan. Pembatalan perkawinan akan berlaku setelah 

keputusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak 
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perkawinan tersebut dilangsungkan sebagaimana menurut Pasal 28 UU 

Perkawinan. 

C. Putusan Hakim  

Tujuan utama dari proses peradilan adalah untuk menghasilkan putusan dari 

hakim (Rasaid, 2003). Putusan ini, yang sering disebut sebagai putusan 

pengadilan, sangat dinantikan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa, 

karena diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan mereka dengan adil. 

Dengan adanya putusan tersebut, para pihak mengharapkan adanya kepastian 

hukum dan keadilan dalam penyelesaian perkara mereka (Makarao, 2004).  

Agar putusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kepastian hukum 

dan keadilan, hakim sebagai aparat negara yang melaksanakan peradilan harus 

memahami dengan baik pokok perkara yang sedang diperiksa, serta peraturan 

hukum yang berlaku. Hal ini mencakup baik peraturan tertulis dalam undang-

undang maupun norma hukum yang tidak tertulis, seperti nilai-nilai hukum yang 

hidup dalam masyarakat (Syahrani, 1998). 

Dalam konteks Pengadilan Agama, istilah "putusan" berasal dari kata vonnis 

dalam bahasa Belanda atau bahasa Arab al-qada'u. Hal ini disebabkan oleh 

adanya dua pihak yang berlawanan dalam suatu perkara, yaitu Penggugat dan 

Tergugat. Produk hukum semacam ini sering disebut sebagai "produk peradilan 

yang sesungguhnya" atau jurisdictio contentiosa (Rasyid, 2000).  Sebagaimana 

menurut Sudikno Mertokusumo (1981), putusan hakim adalah pernyataan yang 

diucapkan oleh hakim sebagai pejabat negara yang berwenang, dalam persidangan, 
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dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa 

antara para pihak. 

Ketentuan mengenai isi putusan pengadilan tercantum dalam Pasal 25 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam 

pasal tersebut dijelaskan bahwa:  

1) Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan 

tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan 

yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar 

untuk mengadili. 

2) Tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua serta hakim yang 

memutus dan panitera yang ikut serta bersidang. 

3) Penetapan, ikhtisar rapat permusyawaratan, dan berita acara pemeriksaan 

sidang ditandatangani oleh ketua majelis hakim dan panitera sidang. 

Dengan demikian putusan hakim pada hakikatnya merupakan hasil dari 

proses penemuan hukum, yakni penetapan tentang bagaimana suatu peristiwa 

dalam kehidupan bermasyarakat seharusnya dipandang menurut hukum dalam 

konteks negara hukum. Selain itu, putusan hakim juga dapat dipahami sebagai 

hasil dari musyawarah majelis hakim yang didasarkan pada surat dakwaan serta 

fakta-fakta yang terbukti selama proses persidangan di pengadilan. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat kita simpulkan bahwa putusan hakim 

merupakan hasil dari proses persidangan di pengadilan, dimana pengadilan adalah 

tempat terakhir bagi para pencari keadilan, sehingga putusan hakim seharusnya 

dapat memenuhi harapan para pencari keadilan tersebut. Oleh karena itu, dalam 
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mengambil keputusan, hakim harus mencerminkan aspek keadilan dan kepastian 

hukum. 

D. Keadilan 

1. Pengertian Keadilan  

Keadilan berasal dari kata dasar adil. Dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI), adil diartikan sebagai sikap yang tidak memihak, tidak 

sewenang-wenang, dan tidak berat sebelah. Secara umum, adil berarti 

perlakuan yang setara dan sesuai dengan kebenaran. Keadilan merupakan 

konsep yang bersifat relatif, artinya apa yang dianggap adil oleh seseorang 

belum tentu dianggap adil oleh orang lain (Alisa, 2021). Oleh karena itu, 

setiap tindakan yang dianggap adil harus sesuai dengan norma dan ketertiban 

yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Skala keadilan dapat berbeda-beda 

antara satu tempat dengan tempat lainnya, dan setiap masyarakat 

mendefinisikan serta menentukan sendiri skala keadilan yang diakui 

berdasarkan norma dan ketertiban umum yang berlaku di komunitas mereka 

(Santoso, 2014). 

Menetapkan sebuah keputusan yang mencerminkan keadilan bukanlah hal 

yang mudah untuk dijadikan patokan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam 

sengketa. Keadilan yang dimaksud dalam sebuah putusan adalah keputusan 

yang tidak berpihak pada salah satu pihak, dan mengakui adanya kesetaraan 

hak serta kewajiban antara kedua belah pihak. Dalam mengambil keputusan, 

seorang hakim harus berpegang pada peraturan yang berlaku agar putusan 
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yang dihasilkan dapat memenuhi harapan keadilan yang diinginkan oleh 

masyarakat (Muqaddas, 2002). 
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2. Keadilan Menurut Pendapat Filsuf 

a. Aristoteles 

Sebagaimana Menurut Aristoteles bahwa keadilan dimaknai sebagai 

keseimbangan. Adapun ukuran keseimbangan tersebut adalah kesamaan 

numerik dan kesamaan proposional. Kesamaan numerik dimaknai bahwa 

setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya setiap orang sama di 

hadapan hukum. Sedangkan kesamaan proporsional adalah memberikan 

setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya 

(Rhiti, 2011). Dalam teori keadilannya, ia membagi keadilan menjadi dua 

bagian yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif 

menurutnya ialah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu 

berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang 

diperoleh oleh anggota masyarakat. Sedangkan keadilan korektif 

berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan 

kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi 

pelaku kejahatan (Laritmas & Rosidi, 2024). 

b. John Rawls 

John Rawls juga mengemukakan pendapatnya mengenai keadilan, ia 

menyatakan bahwa situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang 

sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat 

yang paling lemah (Laritmas & Rosidi, 2024). 

c. Sudikno Mertokusumo 

Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa keadilan adalah suatu 
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penilaian terhadap cara seseorang memperlakukan orang lain dengan 

menggunakan norma tertentu sebagai dasar pengukurannya (Margono, 

2019). 

E. Kepastian Hukum 

1. Pengertian Kepastian Hukum  

Kata kepastian merujuk pada suatu keadaan yang sudah ditentukan atau 

tidak berubah, sementara hukum merupakan pedoman perilaku yang bersifat 

adil dan tegas. Oleh karena itu, kepastian hukum berarti penerapan hukum 

yang jelas, konsisten, dan tidak tergantung pada faktor subjektif atau kondisi 

tertentu (Prayogo, 2016). Kepastian merujuk pada suatu kondisi yang tidak 

diragukan atau telah ditetapkan. Dalam esensinya, hukum harus mengandung 

unsur kepastian dan keadilan. Konsep kepastian hukum hanya dapat dijelaskan 

melalui pendekatan normatif, bukan melalui pendekatan sosiologis. Secara 

normatif, kepastian hukum tercermin dalam peraturan yang disusun dan 

diberlakukan secara jelas, terstruktur, dan rasional karena mengatur dengan 

ketegasan dan logika yang konsisten (Kansil, 2009). 

Kepastian hukum merupakan elemen penting dalam sistem hukum, 

terutama dalam kaitannya dengan norma-norma hukum yang tertulis. Tanpa 

adanya kepastian, hukum akan kehilangan identitas dan maknanya, karena 

tidak lagi dapat dijadikan sebagai acuan dalam bertingkah laku oleh 

masyarakat. Kepastian merupakan inti atau esensi utama yang ingin dicapai 

oleh sistem hukum. Oleh karena itu, pelaksanaan hukum harus tetap, tanpa 

dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat pribadi atau situasional. 
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Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berpedoman pada undang-

undang, karena ada kemungkinan bahwa undang-undang tersebut tidak 

mengatur dengan jelas. Oleh karena itu, hakim diharapkan dapat menggali 

nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, seperti hukum adat dan 

hukum tidak tertulis. Kepastian hukum yang tercermin dalam putusan hakim 

merupakan hasil dari proses penegakan hukum yang didasarkan pada fakta-

fakta persidangan yang relevan secara yuridis, yang diperoleh selama proses 

penyelesaian perkara. Penerapan hukum harus disesuaikan dengan peristiwa 

yang terjadi, sehingga hakim dituntut untuk dapat menafsirkan dengan tepat 

makna undang-undang dan peraturan lainnya yang dijadikan dasar putusan. 

Hakim juga harus dapat membangun konstruksi kasus yang diadili secara 

komprehensif, bijaksana, dan objektif (Hanin, 2023). 

2. Kepastian Hukum Menurut Pendapat Filsuf 

a. Sudikno Mertokusumo 

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum pada dasarnya 

adalah penerapan hukum yang sesuai dengan isi atau ketentuannya, 

sehingga masyarakat dapat yakin bahwa hukum tersebut dilaksanakan. 

Kepastian hukum pada intinya adalah hukum yang dihormati dan 

diterapkan (Margono, 2019). 

b. Hans Kelsen 

Dalam teori kepastian hukum, hans kelsen menyatakan bahwa hukum 

yang berlaku harus memastikan bahwa keputusan hukum diambil 
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berdasarkan keinginan bebas individu, bukan karena pengaruh eksternal 

(Asshiddiqie & Safa’at, 2006). 

F. Kemanfaatan 

1. Pengertian Kemanfaatan 

Kemanfaatan adalah salah satu tujuan dari hukum. Hukum yang baik 

adalah hukum yang memberikan manfaat bagi manusia. Kemanfaatan ini 

dapat dipahami sebagai pencapaian tujuan sosial dari hukum, di mana selain 

bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan, hukum juga memiliki 

tujuan sosial tertentu, yakni mewujudkan kepentingan yang diinginkan, baik 

oleh individu, masyarakat, maupun negara (Ismail, 2006). 

Putusan hakim yang mencerminkan kemanfaatan adalah keputusan yang 

tidak hanya mengaplikasikan hukum secara literal, tetapi juga dapat 

dilaksanakan secara konkret, sehingga memberikan manfaat bagi pihak yang 

terlibat dalam perkara dan bagi masyarakat secara luas. Pada dasarnya, asas 

kemanfaatan berada di antara keadilan dan kepastian hukum, di mana hakim 

lebih fokus pada tujuan atau manfaat hukum bagi kepentingan masyarakat. 

Pemikiran dasar dari hal ini adalah bahwa hukum dibuat untuk masyarakat, 

dan oleh karena itu, tujuannya adalah agar kehidupan manusia dapat 

memperoleh manfaat (Muqaddas, 2002). 

2. Kemanfaatan Menurut Pendapat Filsuf 

a. John Rawls  

Menurut John Rawls, dalam teori yang dikenal sebagai Teori Keadilan 

sebagai Kejujuran (Justice as Fairness), hukum harus bertujuan untuk 
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membangun suatu masyarakat yang ideal, yaitu masyarakat yang berupaya 

untuk meningkatkan kebahagiaan dan mengurangi ketidakbahagiaan 

sebanyak-banyaknya bagi sebagian besar orang (Margono, 2019). 

b. Jeremy Bentham 

Menurut Jeremy Bentham, membangun sebuah teori hukum 

komprehensif di atas landasan yang sudah diletakkan tentang asas 

manfaat. Adapun tujuan hukum adalah untuk menciptakan kebahagiaan 

terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Menurutnya, hakikat kebahagiaan 

adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan (Laritmas 

& Rosidi, 2024).  
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BAB III 

GAMBARAN LOKASI DAN DESKRIPSI KASUS 

A. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Sungai Penuh 

1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Sungai Penuh 

Pengadilan Agama Sungai Penuh adalah lembaga peradilan tingkat pertama 

yang awalnya bernama Kerapatan Qadli. Berdasarkan SK Menteri Agama RI No. 

23 tahun 1960 pada 14 November 1960, lembaga ini berubah nama menjadi 

Mahkamah Syari’ah, dengan kewenangan yang terbatas pada penyelesaian 

perkara perdata di bidang perkawinan. Sejak tahun 1960, pengadilan ini berada di 

bawah wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat, yang mencakup 

Kabupaten Kerinci dan Pesisir Selatan. Pada tahun 1973, Pengadilan Agama 

Sungai Penuh resmi masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama 

Jambi. 

Awalnya, Pengadilan Agama Sungai Penuh berkantor di sebuah bangunan 

kecil di depan Puskesmas Sungai Penuh, sebelum kemudian pindah ke rumah 

dinas Depag Kabupaten Kerinci yang terletak di samping SMP 2 pada tahun 1978. 

Pada tahun yang sama, pengadilan ini memiliki kantor sendiri yang dikenal 

dengan balai sidang, yang berlokasi di Jalan Stadion Pancasila, Tanah Kampung. 

Sejak 31 Maret 2008, Pengadilan Agama Sungai Penuh menempati gedung yang 

lebih representatif di Kota Sungai Penuh. Alamat kantor saat ini adalah di Jalan 

Depati Parbo, Sungai Penuh, dengan nomor telepon 0748-22728 dan fax 0748-

323464. Website resmi: www.pa-sungaipenuh.go.id, Email: 

pengadilanagama_sungaipenuh@yahoo.com. 

http://www.pa-sungaipenuh.go.id/
mailto:pengadilanagama_sungaipenuh@yahoo.com
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Dasar Hukum Pembentukan, Pendirian, dan Kewenangan Pengadilan Agama 

Sungai Penuh terdiri dari: 

a. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan 

Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di luar Jawa dan Madura. 

b. Penetapan Menteri Agama No. 5 Tahun 1958 tentang Pembentukan 

Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di Sulawesi, Nusa Tenggara, dan 

Irian Jaya. 

c. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

d. Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai 

Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam melaksanakan 

peraturan perundang-undangan perkawinan bagi umat Islam. 

e. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pedoman Pelaksanaan 

UU No. 1 Tahun 1974. 

f. Keputusan Menteri Agama No. 18 Tahun 1975 tentang Susunan dan Tata 

Kerja Departemen Agama. 

g. Keputusan Menteri Agama No. 11 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi 

dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi 

Agama. 

h. Instruksi Menteri Agama No. 10 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan 

Keputusan Menteri Agama No. 45 Tahun 1981. 

i. Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan 

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991. 
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j. Keputusan Menteri Agama No. 96 Tahun 1982 tentang Pembentukan 

Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. 

k. Keputusan Menteri Agama No. 162 Tahun 1988 tentang Biaya Perkara 

pada Badan Peradilan Agama. 

l. Undang-Undang No. 3 Tahun 1995 tentang Pembentukan 4 Pengadilan 

Tinggi Agama di Bengkulu, Palu, Kendari, dan Kupang. 

m. Undang-Undang No. 48 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. 

n. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. 

o. Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang 

kemudian diubah menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan diubah 

dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009. 

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Sungai Penuh  

Adapun visi Pengadilan Agama Sungai Penuh ialah Menciptakan Pengadilan 

Agama Sungai Penuh yang bersih, dihormati, dan profesional dalam menegakkan 

hukum serta keadilan, menuju Peradilan Agama yang unggul. 

Misi: 

a. Meningkatkan profesionalisme aparat Pengadilan Agama. 

b. Mewujudkan sistem peradilan yang modern, transparan, dan akuntabel. 

c. Menyediakan pelayanan hukum yang adil dengan prinsip peradilan yang 

sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. 

d. Meningkatkan pengawasan yang terencana dan efektif. 

3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Sungai Penuh 
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Pengadilan Agama Sungai Penuh adalah pengadilan tingkat pertama yang 

memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutuskan, dan 

menyelesaikan perkara antara orang Islam dalam hal perkawinan, warisan, wasiat, 

hibah, serta masalah wakaf, shadaqah, dan ekonomi syariah. Semua ini dilakukan 

berdasarkan hukum Islam, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang 

No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 

dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Untuk 

menjalankan tugas tersebut, Pengadilan Agama memiliki fungsi-fungsi sebagai 

berikut: 

a. Menyediakan pelayanan teknis dan administrasi terkait perkara tingkat 

pertama, serta menangani penyitaan dan eksekusi. 

b. Menyediakan layanan administrasi untuk perkara banding, kasasi, dan 

peninjauan kembali, serta administrasi peradilan lainnya. 

c. Menyediakan layanan administrasi umum untuk semua unsur di 

lingkungan Pengadilan Agama, termasuk administrasi umum, 

kepegawaian, dan keuangan (kecuali biaya perkara). 

d. Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat terkait hukum Islam 

kepada instansi pemerintah di wilayah hukum Pengadilan Agama jika 

diminta, sesuai dengan Pasal 52 Undang-Undang No. 50 Tahun 2010 

tentang perubahan kedua Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama. 

e. Memberikan layanan dalam penyelesaian permohonan pembagian harta 

peninggalan di luar sengketa antara orang Islam yang dilakukan 
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berdasarkan hukum Islam, sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) 

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang 

No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 

f. Memberikan layanan pengesahan Akta Keahlian Warisan untuk keperluan 

pengambilan deposito, tabungan, pensiun, dan sebagainya. 

g. Menjalankan tugas-tugas lain seperti penyuluhan hukum, pelaksanaan 

hisab rukyat, penelitian, dan sebagainya. 

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sungai Penuh 

Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Sungai Penuh adalah sebagai 

berikut: 

a. KETUA 

Irfan Firdaus, S.H, S.H.I, M.H 

b. WAKIL KETUA  

Iwin Indra, S.H.I 

c. HAKIM 

Muhammad Idris Nst, S.H.I, M.H 

d. PANITERA  

Sanusi Pane, S.H.I., M.H 

e. PANITERA MUDA PERMOHONAN 

Jaya Pirgo, S.H.I 

f. PANITERA MUDA GUGATAN 

Witman,. S.H.I, M.H 

g. PANITERA MUDA HUKUM 



 

37 
 

Zulpikar, S.H.I, M.H 

STAF: Edwin Romer, S.H.I 

h. SEKRETARIS 

Joni Iswandi, S.H 

i. PLH. KASUBAG. KEPEGAWAIAN DAN ORTALA 

Lasminar, S.H.I, M.H  

j. KASUBAG. PERENCANAAN IT DAN PELAPORAN 

Egi M Mugni Fahrozi, S.Kom, M.H 

k. KASUBAG. UMUM DAN KEUANGAN 

Ulil Amri, S.H.I., M.A 

STAF: Indria Malini, A.Mdln 

l. PANITERA PENGGANTI 

Lasminar, S.H.I, M.H 

m. JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI 

1) Ade Winarta S.E, M.H 

2) Junita Engriani, A.Md 

3) RM. Azhari Jamil, S.H 

n. ARSIPARIS 

Resmiyanti. A.Md.A.B 
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B. Deskripsi Perkara Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Spn. Tentang Pembatalan 

Perkawinan 

Berdasarkan isi putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor 

272/Pdt.G/2024/PA.Spn, diketahui bahwa Penggugat, seorang wanita berusia 25 

tahun, beragama Islam, pendidikan S1 dan berdomisili di Kota Sungai Penuh, 

Jambi, menggugat pernikahannya dengan Tergugat yang berusia 33 tahun dan 

juga beragama Islam, pendidikan D3, serta tinggal di lokasi yang sama.  

Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung pada tanggal 2 Juni 

2024, yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pesisir Bukit dan 

tercantum dalam kutipan Buku Akta Nikah Nomor 1572/0210622024001 yang 

dikeluarkan oleh (KUA) Kecamatan Pesisir Bukir, pada tanggal 3 Juni 2024. 

Pada tanggal 19 Juli 2024, Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan 

Agama Sungai Penuh dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama 

Sungai Penuh dengan register perkara Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Spn, dengan 

maksud untuk membatalkan perkawinannya dengan tergugat dengan alasan 

sebagai berikut: 

Penggugat menyatakan bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan karena 

adanya perjodohan antara orang tua kedua belah pihak tanpa melibatkan 

persetujuan atau pendapat dari Penggugat. Meskipun Penggugat telah menolak 

perjodohan tersebut 25 hari sebelum akad nikah, keluarga tetap memaksa agar 

pernikahan tersebut dilanjutkan. Penggugat merasa terpaksa dan khawatir akan 

dicap sebagai anak durhaka jika menolak, sehingga akhirnya ia terpaksa menerima 

pernikahan tersebut. 
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Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua 

Penggugat. Namun, meskipun tinggal satu atap, hubungan mereka tidak berjalan 

sebagaimana mestinya sebagai suami istri. Tergugat tidak menunjukkan perhatian 

terhadap Penggugat, bahkan menghindar dengan cara melarikan diri dari rumah 

beberapa kali tanpa alasan yang jelas. Penggugat juga melaporkan bahwa selama 

5 minggu pernikahan, mereka tidak pernah melakukan hubungan suami istri dan 

kehidupan rumah tangga mereka terasa kosong, tanpa kasih sayang. 

Penggugat juga mengungkapkan bahwa ia merasa pernikahannya telah 

menyebabkan perasaan hancur dan kesedihan yang mendalam, dan merasa bahwa 

pernikahan tersebut tidak sah karena dilaksanakan dengan paksaan. Oleh karena 

itu, Penggugat mengajukan gugatan untuk membatalkan pernikahan tersebut dan 

menyatakan bahwa dokumen pernikahan yang telah diterbitkan oleh KUA, yakni 

kutipan akta nikah, harus dibatalkan demi hukum. 

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, penggugat memohon kepada Ketua 

Pengadilan Agama Sungai Penuh untuk memeriksa dan mengadili perkara 

tersebut dan dapat memutuskan sebagai berikut: 

a. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya. 

b. Membatalkan Pernikahan/Perkawinan Penggugat dengan Tergugat. 

c. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-

undangan yang berlaku. 

Selama proses persidangan, Tergugat tidak pernah hadir dan tidak 

mengirimkan wakil atau kuasa hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan 

patut. Namun, ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan 
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yang sah. Dengan demikian, dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir menghadap 

persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Namun, Majelis 

Hakim selama persidangan berlangsung tetap berupaya memberikan nasehat 

kepada Penggugat untuk mengurungkan niatnya untuk mengakhiri perkawinannya 

dan mencoba untuk membina kembali rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa 

rahmah, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dimana Penggugat tetap dengan 

keinginannya agar perkaranya dilanjutkan ke tahap persidangan.  

Selanjutnya dalam persidangan, Penggugat menghadirkan dua orang saksi 

yang memberikan keterangan terkait dengan proses pernikahan yang dilaksanakan 

tanpa persetujuan Penggugat. Saksi-saksi tersebut menyatakan bahwa pernikahan 

tersebut adalah benar hasil perjodohan dan dilaksanakan meskipun Penggugat 

menolak. Kedua saksi juga menyatakan bahwa pernikahan tersebut membawa 

perasaan sedih yang mendalam bagi Penggugat, yang tidak menginginkan 

pernikahan tersebut. 

Berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dan diperkuat dengan 

bukti-bukti yang disampaikan, serta fakta fakta yang muncul selama persidangan, 

hakim menilai bahwa gugatan ini dapat dipertimbangkan sebagai berikut: 

a. Menimbang bahwa perkara ini berkaitan dengan sengketa perkawinan, 

yang merupakan wewenang Peradilan Agama sesuai dengan Pasal 49 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Penggugat juga 

telah mendalilkan bahwa domisilinya berada dalam wilayah hukum 

Pengadilan Agama Sungai Penuh, sehingga berdasarkan Pasal 73 ayat (1) 
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Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Sungai Penuh 

berwenang menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan 

Penggugat. 

b. Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan 

Tergugat, namun pernikahan tersebut dilakukan dengan paksaan dari 

keluarga Penggugat. Oleh karena itu, Penggugat memiliki kepentingan 

hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (persona standi in 

judicio). 

c. Menimbang bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan 

tidak mengirimkan wakil atau kuasa yang sah, meskipun telah dipanggil 

secara resmi sesuai dengan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 

Tahun 1975. Ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah sesuai 

dengan Pasal 149 ayat (1) RBg, sehingga perkara ini dapat diperiksa tanpa 

kehadiran Tergugat. 

d. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg dan Pasal 4 Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan, mediasi wajib dilaksanakan dalam perkara perdata, termasuk 

perceraian. Namun, karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, 

proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. 

e. Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, Majelis Hakim telah 

berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar bersabar dan 

berupaya rukun kembali dengan Tergugat. Namun, Penggugat tetap ingin 

bercerai, sehingga proses persidangan tetap dilanjutkan. 
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f. Menimbang bahwa dari dalil-dalil dalam gugatan Penggugat, dapat 

disimpulkan bahwa pokok gugatan adalah pembatalan perkawinan. 

Alasan diajukannya gugatan ini adalah karena perkawinan yang 

dilaksanakan dengan paksaan, sesuai dengan Pasal 71 huruf (f) Kompilasi 

Hukum Islam. 

g. Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 

fotokopi akta autentik yang telah diberi meterai cukup dan dinyatakan sah. 

Namun, karena tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, alat bukti tersebut 

tidak memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti dan hanya dapat 

dijadikan bukti permulaan. 

h. Menimbang bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah 

memberikan keterangan yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri, serta 

saling bersesuaian satu dengan yang lain. Oleh karena itu, keterangan 

saksi memenuhi syarat materil dan dapat dijadikan bukti yang sah. 

i. Menimbang bahwa berdasarkan bukti dan keterangan yang ada, Majelis 

Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat 

dilaksanakan dengan paksaan dari keluarga Penggugat. Oleh karena itu, 

Majelis Hakim membatalkan perkawinan tersebut sesuai dengan 

ketentuan Pasal 71 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. 

j. Menimbang bahwa dalam perkara pembatalan perkawinan, biaya perkara 

dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 
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Akhirnya, dengan mempertimbangkan semua pertimbangan hukum yang 

ada, Majelis Hakim memutuskan untuk membatalkan perkawinan antara 

Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 2 Juni 2024, yang 

telah tercatat di KUA Kecamatan Pesisir Bukit secara verstek. Dengan 

demikian, kasus ini menunjukkan pentingnya persetujuan kedua belah pihak 

dalam pelaksanaan perkawinan, serta pengakuan terhadap hak individu dalam 

memilih pasangan hidup, yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam 

dan perundang-undangan yang berlaku.  
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BAB IV 

HASIL DAN ANALISIS 

A. Faktor Penyebab Terjadinya Pembatalan Perkawinan dalam Putusan 

Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Spn 

Berdasarkan isi putusan perkara Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Spn, terdapat 

faktor utama yang menjadi penyebab pembatalan perkawinan dalam perkara 

ini, yaitu adanya unsur perkawinan paksa. Perkawinan yang dilakukan tidak 

berdasarkan kehendak bebas Penggugat, tetapi akibat adanya tekanan dari 

pihak keluarga yang mengaitkan pernikahan dengan kehormatan dan citra 

sosial. Penggugat sejak awal telah menolak perjodohan tersebut dan 

menyampaikan penolakan tersebut 25 hari sebelum akad nikah dilangsungkan, 

namun tetap dilaksanakan karena paksaan dari pihak keluarga. Dalam hal ini, 

perkawinan tersebut jelas bertentangan dengan prinsip kehendak bebas yang 

seharusnya ada dalam setiap perkawinan, yang menjadikan perkawinan 

tersebut batal demi hukum. 

Berdasarkan hal tersebut, faktor utama yang menjadi penyebab 

pembatalan perkawinan dalam perkara Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Spn di 

Pengadilan Agama Sungai Penuh adalah tidak adanya persetujuan dari pihak 

Penggugat sebagai calon mempelai wanita, yang menjadi syarat sahnya suatu 

perkawinan. Dalam perkara ini, Penggugat dipaksa menikah atas dasar 

perjodohan orang tua tanpa keterlibatan langsung dan tanpa persetujuan 

pribadinya. Meskipun Penggugat telah menyatakan penolakan sebelum 

pernikahan dilangsungkan, tekanan keluarga membuat ia tetap melangsungkan 

akad nikah dengan perasaan terpaksa dan penuh ketakutan. 
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Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 71 huruf (f) Kompilasi Hukum 

Islam (KHI), yang menyebutkan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan 

apabila dilakukan karena adanya paksaan. Dalam konteks ini, perkawinan 

yang berlangsung atas dasar tekanan atau paksaan, apalagi tanpa keikhlasan 

dari salah satu pihak, tidak dapat dikatakan memenuhi prinsip dasar 

perkawinan menurut hukum Islam, yakni dilakukan atas dasar kerelaan dan 

keinginan bersama. 

Dalam teori keadilan, Aristoteles mengemukakan bahwa keadilan adalah 

memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (justice as 

fairness) (Rhiti, 2011). Dalam konteks pembatalan perkawinan ini, keadilan 

sangat relevan, di mana hakim berusaha untuk mengembalikan hak-hak 

Penggugat yang telah dilanggar oleh paksaan dalam perkawinan tersebut. 

Pembatalan perkawinan memberikan Penggugat hak untuk hidup dengan 

bebas dan merdeka dalam memilih pasangan hidupnya, yang merupakan hak 

pribadi yang tidak dapat diganggu gugat oleh pihak lain. Keadilan korektif ini 

dilaksanakan oleh hakim dengan membatalkan perkawinan yang dipaksakan, 

sehingga mengembalikan posisi hukum Penggugat ke kondisi yang adil. 

Selain itu, teori keadilan menurut John Rawls juga relevan dalam hal ini, 

yang menyatakan bahwa hukum harus memberikan perlindungan kepada 

pihak yang lemah atau tertekan (Laritmas & Rosidi, 2024). Dalam hal ini, 

Penggugat sebagai pihak yang mengalami paksaan dalam perkawinan perlu 

mendapatkan perlindungan hukum, sesuai dengan prinsip keadilan sosial yang 

dikemukakan oleh Rawls. Oleh karena itu, keputusan hakim yang 



 

46 
 

membatalkan perkawinan ini mencerminkan upaya hukum untuk menegakkan 

keadilan bagi pihak yang dirugikan. 

Sudikno Mertokusumo dalam teori kepastian hukumnya menyatakan 

bahwa hukum harus dapat memberikan kepastian melalui penerapan norma 

yang tegas dan konsisten (Laritmas & Rosidi, 2024). Dalam perkara ini, 

pembatalan perkawinan yang dilangsungkan tanpa persetujuan bebas dari 

Penggugat memberikan kepastian hukum bagi setiap individu yang ingin 

menjalani perkawinan, bahwa hak untuk memilih pasangan hidup adalah hak 

yang tidak dapat dipaksakan oleh pihak manapun. Keputusan hakim ini 

memberikan kepastian hukum bahwa pernikahan yang tidak berdasarkan 

kehendak bebas adalah pernikahan yang cacat hukum dan dapat dibatalkan. 

Menurut teori kemanfaatan hukum yang dikembangkan oleh Jeremy 

Bentham, tujuan hukum adalah untuk menciptakan kebahagiaan terbesar bagi 

sebanyak mungkin orang (Laritmas & Rosidi, 2024). Dalam konteks perkara 

ini, pembatalan perkawinan yang dipaksakan memberikan manfaat hukum 

yang tidak hanya dirasakan oleh Penggugat, tetapi juga memberikan dampak 

sosial yang positif. Keputusan ini dapat memberikan pelajaran kepada 

masyarakat tentang pentingnya kehendak bebas dalam perkawinan, serta 

memperlihatkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi untuk mengatur, tetapi 

juga untuk melindungi hak individu dari tekanan sosial yang tidak adil. 

Dengan demikian, keputusan ini dapat dianggap sebagai langkah positif dalam 

mewujudkan kemanfaatan hukum bagi masyarakat luas. 
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Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen juga relevan 

dalam kasus ini, yang menekankan bahwa hukum harus ditegakkan 

berdasarkan norma yang jelas dan tidak boleh terpengaruh oleh faktor 

eksternal (Asshiddiqie & Safa’at, 2006), seperti tekanan sosial atau paksaan 

dari pihak lain. Dalam hal ini, Kelsen berpendapat bahwa hukum yang berlaku 

harus memastikan bahwa keputusan hukum diambil berdasarkan keinginan 

bebas individu, bukan karena pengaruh eksternal. Pembatalan perkawinan 

yang dipaksakan ini sesuai dengan prinsip tersebut, karena keputusan hakim 

didasarkan pada pengakuan terhadap hak individu untuk menentukan 

pasangan hidupnya tanpa paksaan. 

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab 

pembatalan perkawinan dalam perkara Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Spn 

didasarkan pada ketidaksahan perkawinan yang disebabkan oleh adanya 

paksaan, yang bertentangan dengan prinsip kehendak bebas dalam hukum 

Islam dan hukum positif. Putusan hakim ini mencerminkan penerapan teori-

teori hukum, seperti teori keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan 

hukum. Keputusan ini tidak hanya memberikan keadilan kepada Penggugat 

tetapi juga memberikan kepastian hukum dan manfaat sosial bagi masyarakat. 

Oleh karena itu, keputusan ini menjadi contoh yang baik dalam penerapan 

prinsip-prinsip hukum yang adil, jelas, dan bermanfaat. 

B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pembatalan Perkawinan Nomor 

272/Pdt.G/2024/PA.Spn 
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Berdasarkan hasil putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor 

272/Pdt.G/2024/PA.Spn mengenai pembatalan perkawinan, Majelis Hakim 

mempertimbangkan berbagai aspek yang terkait dengan gugatan Penggugat 

yang menyatakan bahwa perkawinan tersebut dilangsungkan dengan paksaan 

dan tanpa persetujuan pribadi dari Penggugat. Hakim dalam hal ini merujuk 

pada beberapa dasar hukum yang relevan untuk memutuskan perkara ini, 

antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 

Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta peraturan-peraturan lainnya yang 

mengatur tentang pembatalan perkawinan. 

Beberapa pokok pertimbangan hakim dalam putusan ini adalah: 

1. Adanya Unsur Paksaan dalam Perkawinan 

 Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan dari Penggugat yang 

menyatakan bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan dengan paksaan dari 

keluarga, meskipun ia telah menolak untuk melanjutkan perjodohan tersebut 

25 hari sebelum akad nikah. Dalam hal ini, hakim merujuk pada Pasal 71 

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa perkawinan 

yang dilangsungkan dengan paksaan dapat dibatalkan. Selain itu, hakim juga 

mengacu pada Pasal 23 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang mengatur 

bahwa pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan pembatalan 

perkawinan. 

2. Tidak Hadirnya Tergugat dalam Sidang 

 Selama proses persidangan, Tergugat tidak pernah hadir di 

persidangan meskipun telah dipanggil sesuai dengan prosedur yang berlaku. 
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Hal ini menyebabkan sidang dilakukan secara verstek (tanpa kehadiran 

Tergugat). Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa ketidakhadiran 

Tergugat di persidangan tidak menghalangi putusan hukum yang sah, dengan 

merujuk pada Pasal 154 HIR yang mengatur tentang perkara verstek. 

3. Mediasi yang Tidak Berhasil 

 Sebelum keputusan diambil, Pengadilan telah melakukan mediasi 

untuk mencari jalan keluar bagi kedua belah pihak. Namun, mediasi tersebut 

tidak menghasilkan kesepakatan, mengingat penggugat tetap teguh pada 

pendiriannya untuk membatalkan perkawinan yang dilangsungkan dengan 

paksaan. Hal ini menunjukkan bahwa proses mediasi tidak berhasil mencapai 

kesepakatan karena tidak ada kesepahaman antara kedua pihak. 

 Berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan oleh Penggugat dan 

keterangan saksi-saksi, serta peraturan yang berlaku, Majelis Hakim 

memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, yaitu dengan 

membatalkan perkawinan yang berlangsung antara Penggugat dan Tergugat. 

Putusan ini berlandaskan pada Pasal 71 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam 

yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan 

dapat dibatalkan. Hal ini sesuai dengan argumen Penggugat yang merasa 

dipaksa untuk menikah meskipun ia menolaknya. 

 Hakim juga mengacu pada Pasal 25 Undang-Undang No.1 Tahun 

1974 yang mengatur bahwa pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada 

Pengadilan di tempat perkawinan dilangsungkan atau tempat tinggal kedua 

suami istri. Dalam hal ini, Pengadilan Agama Sungai Penuh memiliki 
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kewenangan untuk memutuskan perkara ini karena sesuai dengan aturan yang 

berlaku. 

 Hal ini didukung oleh teori kepastian hukum, menurut Sudikno 

Mertokusumo, kepastian hukum adalah penerapan hukum yang konsisten dan 

sesuai dengan ketentuannya (Laritmas & Rosidi, 2024). Dalam hal ini, 

putusan hakim sudah mencerminkan kepastian hukum karena merujuk pada 

undang-undang yang berlaku, seperti Pasal 71 huruf (f) Kompilasi Hukum 

Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang jelas mengatur tentang 

pembatalan perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan. Dengan 

demikian, putusan hakim memberikan kepastian bahwa hukum akan 

ditegakkan sesuai dengan ketentuan yang ada dan menghindari ketidakpastian 

yang dapat merugikan salah satu pihak. 

  Margono (2019) menjelaskan bahwa keadilan adalah perlakuan yang 

adil terhadap kedua belah pihak dengan memperhatikan hak dan kewajiban 

mereka. Dalam putusan ini, hakim berusaha untuk mencapai keadilan 

substantif, yaitu dengan mengutamakan hak Penggugat untuk bebas dari 

pernikahan yang dilangsungkan dengan paksaan. Putusan ini tidak hanya 

mengandalkan hukum formal, tetapi juga memperhatikan keadaan nyata yang 

dialami oleh Penggugat. Oleh karena itu, keputusan untuk membatalkan 

perkawinan ini mencerminkan keadilan bagi Penggugat yang merasa 

dirugikan. 

 Ismail N. (2006) mengungkapkan bahwa hukum harus memberikan 

manfaat bagi masyarakat dan menciptakan ketertiban serta keteraturan sosial. 
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Dalam hal ini, pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh hakim 

memberikan manfaat tidak hanya bagi Penggugat, tetapi juga bagi 

masyarakat, karena keputusan ini mengedepankan keadilan dan kebebasan 

individu dalam menentukan pilihan hidup, terutama dalam hal perkawinan. 

Dengan demikian, keputusan hakim memberikan manfaat dengan melindungi 

hak Penggugat untuk tidak terjebak dalam pernikahan yang dilaksanakan 

dengan paksaan. 

 Dapat disimpulkan bahwa keputusan hakim dalam perkara ini sudah 

mencerminkan teori kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. 

Hakim telah memutuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku, memberikan 

keadilan bagi pihak yang merasa dirugikan, dan memastikan bahwa putusan 

tersebut bermanfaat bagi kepentingan sosial. Oleh karena itu, putusan tersebut 

sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum yang berlaku dalam masyarakat. 

3.    Akibat Hukum Pasca Dikeluarkan Putusan Nomor 

272/Pdt.G/2024/PA.Spn Tentang Pembatalan Perkawinan 

 Putusan pembatalan perkawinan dalam perkara Nomor 

272/Pdt.G/2024/PA.Spn membawa perubahan signifikan dalam status hukum 

pasangan yang terlibat. Pembatalan ini memiliki dampak besar baik secara 

pribadi, administratif, maupun sosial. Secara normatif, hal ini menyebabkan 

status hukum para pihak kembali pada keadaan semula sebelum pernikahan, 

sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan dan Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal ini 

menandakan bahwa pembatalan perkawinan tidak sama dengan perceraian, 
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karena setelah pembatalan, para pihak tidak menjadi duda atau janda, tetapi 

kembali sebagai individu yang belum menikah. Akibatnya, perubahan ini 

membawa dampak yang luas pada aspek administrasi dan sosial, yang 

memerlukan penyesuaian lebih lanjut dalam dokumen hukum seperti KTP, 

KK, dan akta perkawinan. 

1. Dampak Pembatalan Terhadap Dokumen Administrasi 

a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) 

 Pembatalan perkawinan memerlukan penyesuaian status pernikahan 

pada KTP. Sebagai dokumen identitas yang sah, KTP harus 

mencerminkan status hukum terbaru seseorang. Ketika seseorang 

menikah, status pada KTP berubah menjadi "kawin," namun setelah 

pembatalan perkawinan, status tersebut harus kembali menjadi "belum 

kawin." Hal ini mencerminkan pentingnya kepastian hukum, karena 

setiap perubahan status harus tercatat dengan jelas dalam dokumen 

identitas resmi untuk menghindari potensi kebingungan atau 

ketidakpastian di masa depan. 

 Menurut John Rawls (1971), prinsip keadilan mengharuskan bahwa 

setiap individu memiliki hak yang setara atas pengakuan hukum 

(Christian dkk., 2025). Selain itu, perubahan ini tidak hanya penting 

untuk urusan administratif, tetapi juga untuk memberikan keadilan 

kepada individu yang terlibat, mengingat status mereka yang seharusnya 

kembali kepada kondisi semula. Proses perubahan ini dilakukan melalui 
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Dukcapil, dengan melampirkan surat keputusan pembatalan perkawinan 

yang dikeluarkan oleh pengadilan. 

b. Kartu Keluarga (KK) 

 KK sebagai dokumen yang mencatatkan data seluruh anggota 

keluarga, juga harus disesuaikan setelah pembatalan perkawinan. Status 

pernikahan yang tercatat sebelumnya sebagai suami-istri harus diganti 

dengan status yang sesuai dengan keadaan hukum yang baru. Proses ini 

menghubungkan prinsip kemanfaatan, di mana perubahan KK 

memberikan manfaat praktis bagi individu terkait hak administratif dan 

sosial yang harus sesuai dengan status hukum mereka yang terbaru. 

Selain itu, penyesuaian ini menghindari kebingungan atau masalah di 

masa depan terkait hak dan kewajiban individu dalam masyarakat. 

 Dalam hal ini, perubahan status pada KK juga memberikan kepastian 

hukum, karena status perkawinan yang telah dibatalkan tidak dapat terus 

tercatat dalam dokumen tersebut. Penyelesaian administratif yang tepat 

sesuai dengan putusan pengadilan memberikan kejelasan yang sangat 

dibutuhkan bagi para pihak yang terlibat. 

c. Akta Perkawinan 

 Setelah pembatalan perkawinan, akta perkawinan yang sebelumnya 

sah tidak lagi memiliki kekuatan hukum. Pembatalan perkawinan secara 

otomatis menghilangkan status perkawinan yang tercatat pada akta 

tersebut. Di sini, teori kepastian hukum berlaku, karena meskipun 

hubungan hukum antar individu telah diakui melalui perkawinan, 
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pembatalan perkawinan harus disertai dengan penghapusan pengakuan 

hukum tersebut dalam bentuk akta perkawinan. Prosedur ini penting 

untuk memastikan bahwa setiap dokumen yang sah di negara ini benar-

benar mencerminkan status hukum yang ada. 

 Kepastian hukum dalam hal ini juga berperan penting. Hans Kelsen 

(1945) dalam teori hukum murninya menyatakan bahwa status hukum 

yang sah hanya dapat diubah melalui mekanisme hukum yang jelas dan 

sah (Asshiddiqie & Safa’at, 2006). Dalam hal pembatalan perkawinan, 

akta perkawinan yang terdaftar harus diubah, karena dengan pembatalan, 

pernikahan tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum. 

 Dalam hal ini, teori keadilan juga diterapkan, di mana pembatalan 

perkawinan harus dilakukan secara adil, dengan memberikan pengakuan 

yang tepat terhadap status hukum pasangan, agar tidak terjadi 

ketidakadilan terkait hak dan kewajiban yang timbul dari perkawinan 

yang dibatalkan. 

2. Dampak Terhadap Anak dan Harta Bersama 

a. Status Anak 

 Pembatalan perkawinan tidak mempengaruhi status anak yang lahir 

dari perkawinan tersebut. Menurut Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang 

Perkawinan dan Pasal 76 KHI, anak yang lahir selama perkawinan yang 

dibatalkan tetap dianggap sah. Hal ini mengedepankan prinsip keadilan, 

yang memastikan bahwa anak tetap memperoleh hak-haknya sebagai 

anak sah, meskipun pernikahan orang tua mereka dibatalkan. Anak tetap 
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memiliki hak yang setara dengan anak yang lahir dalam perkawinan yang 

sah, termasuk hak waris dan hak lainnya yang diatur oleh hukum. 

b. Harta Bersama 

 Pembatalan perkawinan juga berdampak pada pembagian harta 

bersama. Meskipun secara hukum pernikahan dianggap tidak pernah 

terjadi, dalam praktiknya, harta yang diperoleh selama hubungan tersebut 

tetap harus dibagi dengan prinsip kemanfaatan dan keadilan. Setiap pihak 

berhak memperoleh bagian yang sesuai dengan kontribusi masing-

masing dalam harta bersama yang diperoleh selama hubungan tersebut. 

Pembagian harta ini harus memperhatikan prinsip keadilan yang sesuai 

dengan kontribusi nyata para pihak dalam kepemilikan harta tersebut. 

3. Dampak Terhadap Pihak Ketiga 

  Pembatalan perkawinan juga membawa dampak pada hubungan 

hukum dengan pihak ketiga. Dalam kontrak atau transaksi yang 

melibatkan pasangan sebagai suami istri, pembatalan perkawinan 

mengharuskan pihak ketiga untuk menyesuaikan diri dengan status baru 

kedua pihak. Berdasarkan Teori Kepastian Hukum dari Hans Kelsen 

(1945), pihak ketiga memerlukan kejelasan status hukum dari pasangan 

yang terlibat. Tanpa adanya pembaruan dokumen atau informasi status 

hukum yang sah, bisa terjadi kerugian bagi pihak ketiga yang bergantung 

pada kebenaran status hukum pasangan tersebut. Teori kepastian hukum 

sangat relevan di sini, karena pihak ketiga membutuhkan kejelasan 

mengenai status hukum pasangan yang dibatalkan pernikahannya. Oleh 
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karena itu, perubahan status ini memberikan kepastian bahwa hubungan 

hukum dengan pihak ketiga tidak didasarkan pada status yang sudah 

tidak sah lagi. 

4. Dampak Terhadap Status Sosial 

  Pembatalan perkawinan dapat menimbulkan kebingungan di 

masyarakat, karena secara sosial, orang sering menganggap bahwa 

pembatalan perkawinan mirip dengan perceraian. Namun, secara hukum, 

kedua hal ini sangat berbeda. Teori keadilan sosial menekankan bahwa 

status sosial individu harus dilindungi dari stigma negatif yang mungkin 

timbul akibat ketidakpahaman masyarakat tentang perbedaan antara 

perceraian dan pembatalan perkawinan. Oleh karena itu, penting untuk 

memberikan pemahaman yang jelas dan adil kepada masyarakat 

mengenai hak dan status individu yang pernikahannya dibatalkan. 

       Pembatalan perkawinan membawa dampak hukum yang luas, yang 

meliputi perubahan dalam dokumen identitas, status anak, pembagian harta 

bersama, serta hubungan dengan pihak ketiga dan status sosial. Dampak-

dampak ini harus dipahami dalam kerangka keadilan, kemanfaatan, dan 

kepastian hukum. Melalui penyesuaian administratif yang tepat dan 

pengaturan hak-hak yang adil, setiap pihak yang terlibat dapat memperoleh 

kejelasan dan perlindungan hukum yang sejalan dengan prinsip negara 

hukum yang adil dan transparan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap Putusan Pengadilan 

Agama Sungai Penuh Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Spn, dapat disimpulkan 

beberapa hal sebagai berikut:  

1. Faktor penyebab terjadinya pembatalan perkawinan dalam putusan Nomor 

272/Pdt.G/2024/PA.Spn, yaitu disebabkan karena adanya unsur 

perkawinan paksa, dimana perkawinan yang dilaksanakan tidak 

berdasarkan atas persetujuan dari Penggugat sebagai calon mempelai 

wanita. Sehingga hal ini menyebabkan perkawinan itu batal dimana 

perkawinan yang terjadi tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. 

2. Pertimbangan hakim dalam putusan pembatalan perkawinan Nomor 

272/Pdt.G/2024/PA.Spn, bahwa majelis hakim dalam mempertimbangkan 

perkara ini mengacu pada adanya unsur paksaan, ketidakhadiran tergugat 

dalam sidang serta mediasi yang tidak berhasil. Dalam memutus perkara 

ini hakim mengacu pada Pasal 23 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974, serta Pasal 71 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu 

hakim juga menerapkan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan 

kemanfaatan hukum dalam pertimbangannya, dengan tujuan melindungi 

hak Penggugat sebagai pihak yang dirugikan. 

3. Akibat Hukum Pasca Dikeluarkan Putusan Nomor 

272/Pdt.G/2024/PA.Spn Tentang Pembatalan Perkawinan, yaitu 

berdampak pada perubahan status hukum para pihak, yang kembali seperti 
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keadaan sebelum menikah, serta memerlukan penyesuaian dalam dokumen 

administrasi seperti KTP, KK, dan akta perkawinan. Status anak tetap 

dianggap sah dan berhak atas perlindungan hukum. Harta bersama dibagi 

secara adil berdasarkan konstribusi masing-masing pihak. Selain itu, 

pembatalan perkawinan ini juga berdampak pada pihak ketiga yang 

mengharuskan pihak ketiga untuk menyesuaikan diri dengan status baru 

kedua pihak, sehingga tidak terjadi kerugian bagi pihak ketiga yang 

bergantung pada kebenaran status hukum pasangan tersebut. Kemudian 

pembatalan perkawinan juga berdampak pada status sosial para pihak, 

dimana dapat menimbulkan stigma negatif dari mereka yang disebabkan 

karena ketidakpahaman masyarakat tentang pembatalan perkawinan, 

sehingga diperlukan pemahaman hukum yang jelas di masyarakat untuk 

menghindari terjadinya kesalahpahaman.  

B. Saran  

 Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, penulis berharap 

agar penelitian mengenai pembatalan perkawinan karena unsur paksaan dapat 

dilanjutkan ke tahap berikutnya, dan bagi penelitian selanjutnya yang tertarik 

untuk meneliti tentang pembatalan perkawinan karena adanya unsur paksaan 

diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang 

berkaitan dengan pembatalan perkawinan karena unsur paksaan agar hasil 

penelitiannya dapat lebih lengkap lagi.  

 Bagi penelitian selanjutnya, penulis menyarankan untuk mengkaji 

lebih lanjut mengenai hubungan antara hasil bimbingan perkawinan dengan 



 

59 
 

pengajuan pembatalan perkawinan. Hal ini dapat dilakukan melalui 

pendekatan empiris dengan menggali data langsung dari pihak KUA dan 

Pengadilan, untuk menilai sejauh mana proses bimbingan perkawinan 

berpengaruh terhadap validitas dalil paksaan dalam perkara pembatalan 

perkawinan.  
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